
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU 

NOMOR : 36 TAHUN 2015 

T E N T A N G  

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 

KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI INDRAMAYU, 

0 

• 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang 

mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman 

kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan 

bemegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD 

menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk 

menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, 

perubahan RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan dengan 

Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan 

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2015 dan PPAS 

Perubahan Tahun 2015 untuk menyusun Rancangan 

perubahan APBD Tahun 2015; 

b. bahwa dokumen perencanaan daerah sebagaimana 

dimaksud pada huruf a" di atas harus disusun secara 

terarah dalam upaya peningkatan koordinasi, integrasi dan 

sinergitas perencanaan daerah; 

c. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam 

aplikasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 

Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 



mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Dacrah-dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 285 1); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

• 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

• 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomer 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587 ) sebagai mana telah bcbcrapakali diubah 



• 

• 

Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Rebublik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesi 5589. 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

11. Peraturan Pcmerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

13.Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

16.Peraturan Pcmerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

17.Peraturan Pcmerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4815); 



• 

• 

I8.Peraturan Pemcrintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lcmbaran ieyara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

20.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentangy 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

21.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

23.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015­ 

2019; 

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 

Tentang Pengendalian dan Evaluasi RKPD tahun 2013; 

27.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 

2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah 

Kabupaten lndramayu Tahun 2006 Nomor 5 Seri E.4); 



• 

• 

Menetapkan 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Janglca Panjang 
Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor I Seri 

E.l); 
29.Peraturan Daerah Kabupaten lndramayu Nomor 7 Tahun 

2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 
Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten 
lndramayu Nomor 7 Tahun 2008 Seri.D.3); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten lndramayu 

(Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 

2008 Seri D.4) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten lndramayu Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten lndramayu 

(Lembaran Daerah Kabupaten lndramayu Nomor 1 Tahun 
2015 Seri D.l); 

31.Peraturan Daerah Kabupaten lndramayu Nomor 9 Tahun 

2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten lndramayu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 9 Seri D.5), 

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten lndramayu Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten lndramayu (Lembaran Daerah Kabupaten 
lndramayu Nomor 2 Tahun 2015 Seri D.2); 

32.Peraturan Daerah Kabupaten lndramayu Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten 
lndramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 
10 Tahun 2008 Seri.D.6). 

33.Peraturan Daerah Kabupaten lndramayu Nomor 8 Tahun 

2011 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2015 

(Lembaran Daerah Kabupaten lndramayu Tahun 2011 

Nomor 8 Seri E.5). 

NEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATTI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN INDRAMAYU 

TAHUN2015. 



• 

• 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

I . Daerah adalah Kabupaten Indramayu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebayai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Indramayu. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada Pcmerintah Kabupaten Indramayu selaku pengguna 

anggaran / barang . 

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 

Kepala Badan adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang 

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi percncanaan 

pembangunan di daerah. 

6. Perencanaan adalah suatu proses untuk mcnentukan tindakan masa depan 

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya 

yang tersedia. 

7. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen 

bangsa di Daerah dalam rangka mencapai tujuan bemegara. 

8. Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen 

perencanaan nasional untuk I (satu) tahun. 

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah sclanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan Daerah untuk periode I (satu) tahun yang merupakan 

penjabaran dari RPJM Daerah. 

10. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat 

Perubahan-RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode I (satu) 

tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah sebagai dasar 

penyusunan KUPA/PPAS Perubahan dan R-APBD Perubahan. 

1 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk Organisasi Perangkat Daerah 

yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah 



• 

• 

(Renstra-0PD) adalah dokumen perencanann yang dibuat Ornisasi Peranat 
Daerah untuk periode S (lima) tnhun. 

13. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Peranykat Darrah yang 
sclanjutnya discbut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OD) 

adalah dokumen perencanaan yang dibuat Organisasi Peranykat Daerah untuk 
periode I (satu) tahun. 

14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu kegyiatan atau lebih yang 
dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan 

tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau keyiatan masyarakat yan% 
dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah. 

BAB II 

KEDUDUKAN 

PERUBAHAN RENCANA KER.JA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 

Pasal 2 

Perubahan RKPD Tahun 2015 merupakan: 

a. Dokumen perencanaan daerah dimulai dari tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan 
31 Desember 2015 sebagai dasar penyusunan KUPA/PPAS Perubahan tahun 

2015 dan R-APBD Perubahan Tahun 2015; dan 

b. Penjabaran dari RPJMD, RPJPD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP 

Pemerintah Pusat, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas 

pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang 

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan 
mendorong partisipasi masyarakat melalui Musrenbang. 

BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 3 

I 1) Maksud Pcnetapan Perubahan RKPD adalah untuk menetapkan dokumen 

perencanaan sebagai pedoman dalam : 

a. penyusunan Perubahan Renja SKPD; 

b. penyusunan KUPA, PPAS Perubahan dan Perubahan Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015. 

(2) Tujuan penetapan Perubahan RKPD adalah untuk: 

a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah; 



b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitan pembangunan baik antar 
daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar 
tingkat pemerintahan; 

c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pclaksanaan, pengendalian dan pengawasan; 

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan 
e. mencapai pemanfaatan sumbcrdaya secara cfisien, efektif, berkcadilan dan 

berkelanjutan. 

BAB IV 

SI8TEMATIKA 

Pasal 4 
Sistematika Perubahan RKPD meliputi: 

• 

• 

BAB I 

BAB II 

BAB Ill 

B AB IV  

BAB V 

PENDAHULUAN 
Memuat latar belakang, tujuan, sasaran dan fungsi, pendekatan 
penyusunan, alur pikir serta sistematika. 

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 
Memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi kinerja 
pembangunan daerah, hambatan, permasalahan, strateg 

pemecahan masalah dan issu strategis. 

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KERANGKA 

PENDANAAN 

Memuat tantangan dan prospek perekonomian, arah kebijakan 

perekonomian, analisis dan perkiraan sumber-sumber 

pendanaan pembangunan, serta arah kebijakan keuangan clan 

anggaran daerah . 

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 

Memuat arah kebijakan Perubahan RKPD Tahun 2015, prioritas 

dan sasaran pembangunan, serta prioritas program 

pembangunan daerah. 

PENUTUP 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Memuat matrik rencana Perubahan program dan kegiatan tahun 2015 



• 

• 
i 

BAB V 

I8I DAN URAIAN PERUBAHAN RKPD 

Pasal 5 

lsi beserta uraian dan lampiran Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 4, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 6 

Kepala Baden melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
Perubahan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu. 

Ditetapkan di Indramayu 
pada tanggal 24 April 2015 

RAMAYU 

AH 

Diundangkan di Indramayu 
pada tanggal 24 April 2015 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU, 

AHMAD BAHTIAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 

TAHUN: 2015 NOMOR: 38 

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2015 NOMOR ) .. 


